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Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana  

                                          Prostitusi Online Ditinjau menurut Qanun Aceh  

                                          Hukum Acara Jinayat. (Suatu Penelitian pada Satuan  

                                          Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah  Aceh) 

Tanggal Sidang  : 18 Juli 2022 

Tebal Skripsi  :  

Pembimbing I  : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA 

Pembimbing II  : Ida Friatna, M.Ag 

Kata Kunci  : penegakan hukum, pelaku tindak pidana, prostitusi  

                                          online 
Penelitian ini diangkat dari maraknya perkembangan media elektronik, efek dari 

perkembangan media eletronik ini menyebabkan banyaknya timbul kasus baru yang 

salah satunya ialah prostitusi online. Prostitusi online merupakan suatu perbuatan 

menyimpang yang dilakukan dengan cara berantai mulai dari penyedian jasa, wanita 

tuna susila dan penikmat jasa, dengan menggunakan media eletronik berupa: Whatsap, 

instagram, facebook, telegram dan twitter. Aceh merupakan salah satu tempat yang 

sekarang ini banyak terdengar tentang prostitusi online atau disebut juga dengan open 

BO (booking out). Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online sendiri dapat 

digunakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 296 dan 509 

yang menjerat orang-orang yang mengambil keuntungan dari perbuatan asusila. Di 

Aceh regulasi yang mengatur tentang proses penegakan hukum jinayat yaitu Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.  

Penelitian ini merumuskan berupa bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana prostitusi online ditinjau menurut Qanun Hukum Acara Jinayat dan Apa saja 

Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana 

prostitusi online. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian yuridis empiris yaitu menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan 

dan kepustakaan. Dari penelitian tersebut penulis menemukan bahwa penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana prostitusi masih sulit dilaksanakan, dikarenakan belum 

adanya regulasi yang tepat untuk menjerat para pelaku tindak pidana prostitusi online. 

Faktor Penghambat penegakan hukum ialah; kurangnya SDM yang berkompeten dalam 

menangani kasus prostitusi yang terus berkembang, kurangnya sarana prasarana yang 

dimiliki oleh para petugas, serta kurangnya anggaran dalam melakukan penegakan 

hukum oleh petugas Satpol PP-WH  Aceh. Adapun faktor pendukung dalam melakukan 

penegakan hukumnya adalah telah ada dukungan masyarakat dalam memberikan 

informasi tempat-tempat yang diduga ada praktik pelanggaran syariat. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987 

 
1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam translitesai ini sebagian dilambangkan 

dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah 

ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 

 

No 
 

Arab 
 

Latin 
 

Ket 
 

No 
 

Arab 
 

Latin 
 

Ket 

 
1 

 
 ا

Tidak 

dilamban 

gkan 

  
16 

 
 ط

 
ṭ 

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 
2 

 
 ب

 
B 

  
17 

 
 ظ

 
ẓ 

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع  T  18 ت 3
 

4 
 

 ث
 

ṡ 
s dengan titik 

di atasnya 

 

19 
 

 غ 
 

G 
 

  F ف  J  20 ج 5
 

6 
 

 ح
 

ḥ 
h dengan titik 

di bawahnya 

 

21 
 

 ق
 

Q 
 

  K ك  Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8
 

9 
 

 ذ
 

Ż 
z dengan titik 

di atasnya 

 

24 
 

 م
 

M 
 

  N ن  R  25 ر 10

  W و Z  26 ز 11

  H ه S  27 س 12

  ’ ء Sy  28 ش 13
 

14 
 

 ص
 

ṣ 
s dengan titik 

di bawahnya 

 

29 
 

 ي
 

Y 
 

 

15 
 

 ض
 

ḍ 
d dengan titik 

di bawahnya 
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2.   Vokal 
 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin 

◌ Fatḥah A 

◌ Kasrah I 

◌ Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
 

Tanda dan 

Huruf 

 

Nama 
Gabungan 

Huruf 

 Fatḥah dan ya Ai ◌ي

 Fatḥah dan wau Au ◌و 

 

Contoh: 
 

 haula : لوھ                                  kaifa :   فیك

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

arkat dan 

Huruf 

 

Nama 
Huruf dan 
tanda 

 

 ◌ا/ي
Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

 Kasrah dan ya Ī ◌ي 

 Dammah dan waw Ū ◌ي 
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Contoh:      
 

ل  قا        : qāla مى یقل ramā : ر             : qīla یقول      : yaqūlu 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 
 

لاافطل ا ضورة                 : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
 

ةر لمون ا لمنیدة  /al-Madīnah al-Munawwarah :      ا 
 

al-Madīnatul Munawwarah 
 

 ṭalḥah: ط                    حلة

Catatan: 
 

Modifikasi 
 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata   yang sudah   dipakai (serapan) dalam   kamus   bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Prostitusi merupakan serapan dari bahasa Inggris prostitution. Menurut 

Jhon M.Echol dan Hasan Sadily dalam kamus diartikan sebagai pelacuran dan 

ketuna-susilaan. Asal kata prostitusi sendiri berasal dari bahasa latin pro-stituere 

atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan 

pencabulan dan zina. Di Indonesia disebut dengan istilah WTS (Wanita Tuna 

Susila) atau PSK (Pekerja Seks Komersial). Praktik prostitusi di Indonesia mulai 

ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Praktik prostitusi dengan perlahan-lahan 

menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sejak awal para 

penduduk lokal menyadari bahwa praktik ini bertentangan dengan keagamaan, 

akan tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuasaan menolak perintah dari raja, 

petinggi kerajaan ataupun para penjajah.1 

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali dari zaman 

kerjaan jawa, perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari 

sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di 

gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Perkembangan 

teknologi di era modern juga ikut mempengaruhi perkembangan prostitusi. 

Teknologi informasi sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

yang tidak dapat dipisahkan, bahkan bagi sebagian orang, prostitusi sudah 

menjadi bagian utama dalam pelaksanaan kegiatan layaknya dunia nyata.2 

 
1 Di Ajeng Leily H, penanggulangan Prostitusi Perspektif Hadist, Lentera Vol. XVIII, 

No.2, 2016, hlm. 45-47. Diakses melalui 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://media.neliti.com/media/publications

/146146-ID-penanggulangan-prostitusi-

perspektikhad.pdf&ved=2ahUKEwjn7573qIPOAhVKwjGHSQ_DVYQFnoECAUQA&usg=Ao

vVaw9KaM6gnUHgNUHgGsIHLUoi6hm. Tanggal 1 April 2021. 
2  Veni Humaira, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekan Baru,  Vol. III,  No. 2, 2016, hlm. 2 [journal]. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://media.neliti.com/media/publications/146146-ID-penanggulangan-prostitusi-perspektikhad.pdf&ved=2ahUKEwjn7573qIPOAhVKwjGHSQ_DVYQFnoECAUQA&usg=AovVaw9KaM6gnUHgNUHgGsIHLUoi6hm
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://media.neliti.com/media/publications/146146-ID-penanggulangan-prostitusi-perspektikhad.pdf&ved=2ahUKEwjn7573qIPOAhVKwjGHSQ_DVYQFnoECAUQA&usg=AovVaw9KaM6gnUHgNUHgGsIHLUoi6hm
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://media.neliti.com/media/publications/146146-ID-penanggulangan-prostitusi-perspektikhad.pdf&ved=2ahUKEwjn7573qIPOAhVKwjGHSQ_DVYQFnoECAUQA&usg=AovVaw9KaM6gnUHgNUHgGsIHLUoi6hm
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://media.neliti.com/media/publications/146146-ID-penanggulangan-prostitusi-perspektikhad.pdf&ved=2ahUKEwjn7573qIPOAhVKwjGHSQ_DVYQFnoECAUQA&usg=AovVaw9KaM6gnUHgNUHgGsIHLUoi6hm


 
 

2 
 

 
 

Menurut beberapa ahli misalnya Bonger, prositusi merupakan fenomena 

sosia ketika perempuan menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai 

mata pencaharian, Commenge dan Soedjono, prostitusi adalah suatu tindakan 

perempuan memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk mendapatkan 

bayaran dari pria yang datang untuk membayar, dan perempuan itu tidak 

memiliki cara lain dalam mencari nafkah dikehidupannya kecuali berhubungan 

dengan banyak pria. Prostitusi secara etimologi berasal dari kata prostitution 

yang berarti menempatkan, dihadapakan, menawarkan. Adapula arti lainnya 

menjual, menjajakan. Namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri 

kepada banyak orang dengan memperoleh imbalan atas kepuasan seksual orang 

tersebut.3 

Supanto dalam makalahnya menyatakan bahwa pekerja seks/kegiatan 

prostitusi adalah kejahatan, sehingga dilakukan upaya penanggulangannnya. 

Salah satunya dapat melalui hukum pidana  (penal policy) yang merupakan 

bagian dari upaya rasional penanggulangan  kejahatan (criminal policy). Hal ini 

secara keseluruhan harus integral dari program-program dalam kebijakan 

perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, selain sarana 

hukum pidana harus digunakan sarana lain di bidang sosial, ekonomi dan 

budaya.4 

Prostitusi online salah satu motif kejahatan yang saat ini sedang ramai 

dan mengkhawatirkan masyarakat. prostitusi online terdapat penyediaan jasa, 

 
3 Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika 

Moral Serta Upaya Penanggulangan Dikawasan Cisaruan Kampung Arab, Vol. II, No. 2, 2016, 

hlm. 863 [Journal Mimbar Justutua]. 
4  Mariyanto,  Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi 

Berdasarkaan Peraturan Daerah Kota  Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Penanggulangan Eksploiitasi Seks Komerisial Di Pengadilan Negeri Surakarta, Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta, 2008, [Skripsi}, hlm. 2. Diakses Melalui 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dowload/8205/MjS4OTU=/proses-pemeriksaan-terhadap-

pelaku-tindak-pidana-prostitusi-berdasarkan-peraturan-daerah-kota-surakarta-nomor-3-tahun-

2006-tentang-penanggulangan-eksploitasi-seks-komerisial-di-Pengadilan-Negeri-Surakart-

Abstrak.pdf, tanggal 1 April 2021. 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dowload/8205/MjS4OTU=/proses-pemeriksaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-prostitusi-berdasarkan-peraturan-daerah-kota-surakarta-nomor-3-tahun-2006-tentang-penanggulangan-eksploitasi-seks-komerisial-di-Pengadilan-Negeri-Surakart-Abstrak.pdf
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dowload/8205/MjS4OTU=/proses-pemeriksaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-prostitusi-berdasarkan-peraturan-daerah-kota-surakarta-nomor-3-tahun-2006-tentang-penanggulangan-eksploitasi-seks-komerisial-di-Pengadilan-Negeri-Surakart-Abstrak.pdf
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dowload/8205/MjS4OTU=/proses-pemeriksaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-prostitusi-berdasarkan-peraturan-daerah-kota-surakarta-nomor-3-tahun-2006-tentang-penanggulangan-eksploitasi-seks-komerisial-di-Pengadilan-Negeri-Surakart-Abstrak.pdf
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dowload/8205/MjS4OTU=/proses-pemeriksaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-prostitusi-berdasarkan-peraturan-daerah-kota-surakarta-nomor-3-tahun-2006-tentang-penanggulangan-eksploitasi-seks-komerisial-di-Pengadilan-Negeri-Surakart-Abstrak.pdf
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pengguna jasa dan pekerja seks komersial (PSK). Pada dasarnya bentuk 

kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kurang optimal, dikarenakan akses 

internet yang mudah dan penegakan hukum yang tidak efektif, sehingga dengan 

gampang askes teknologi Informatika dengan begitu kejahatan prostitusi online 

mudah dilakukan.5 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar 

negara Indonesia dalam Pasal 28j Ayat (1) setiap orang harus menghormati hak 

asasi manusia orang lain dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara, pada Pasal 28j Ayat 2 Undang-Undang Dasar  1945 bahwa dalam 

melaksanakan hak dan kebebasan setiap orang harus memastikan pengakuan dan 

pengamatan atas hak-hak kebebasan orang lain, untuk menghadapi tantangan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama dan keamanan. Dengan 

begitu adanya prostitusi online yang dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap moral bangsa, khususnya pada generasi penerus bangsa, sehingga dapat 

mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Menurunnya 

nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi dasar berdirinya negara 

Indonesia. Nilai-nilai agama, moral dan sosial akan terpinggirkan dan 

meninggalkan budaya liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar 

untuk merusak  ketahanan nasional, memaksakan jati diri bangsa Indonesia yang 

luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama, prostitusi online 

 
5 Ni Komang Ayu Gendis Saraswati & Made Subawa, Pertanggung Jawaban Pidana 

Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia,  Universitas Udaya, hlm. 

3 [Skripsi].  

Diaksesmelalui https://ojs.unud.ac.id/index.php/karthawicara/article/download/418448, tanggal 

1 April 2021. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/karthawicara/article/download/418448
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dapat menyebabkan penyakit kelamin dan kulit sehingga perlu pengaturan dari 

pemeritah.6 

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki ke 

istimewaan, yang salah satu provinsi yang melaksanakan penerapan Syari’at 

Islam. Yang kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun Qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan 

Syari’at Islam.7 

Selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2), disebutkan kewenangan 

Wilayatul Hisbah adalah: 

1. Petugas Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. 

2. Petugas Wilayatul Hisbah berwenang menegur, menasehati, mencegah dan 

melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan di 

bidang Syariat Islam. 

Dengan ini ada pula tugas pokok dari Wilayatul Hisbah sendiri dalam 

Pasal 4, Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2003 Tentang Wilayatul 

Hisbah Merupakan: 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang Syariat Islam. 

 
6 Bambang Pujiono dkk, Prostitusi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, P-i-

ISSN. 2613-9200, E-ISSN. 2613-9197, hlm. 103 [jounal transparansi hukum]. Diakses melalui 

https://core.ac.uk/download/pdf/235152261.pdf, tanggal 24 April 2021. 
7 Putri Amalia, Penerapan ‘Uqubat Terhadap Penyelenggara dan Penyediaan Fasilitas 

untuk Jarimah Ikhtilath, Vol. 2, No.3, 2019, [Journal], hlm. 508.  

https://core.ac.uk/download/pdf/235152261.pdf
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2. Melakukan pembinaan dan advokasi spriritual terhadap setiap orang yang 

berdasarkan bukti permulaan patut di duga telah melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. 

3. Pada saat tugas pembinaan dilakukan segera memberitahukan hal itu kepada 

penyidik terdekat dan mengirimkan pelanggar kepada kepala kampung dan 

keluarga pelanggar. 

4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di 

bidang Syariat Islam.8 

Prostitusi dulunya dilakukan dengan cara konvensional. Namun, saat 

ini praktik prostitusi sendiri dilakukan dengan cara online. Prostitusi tidak hanya 

menimbulkan perbuatan zina akan tetapi juga terdapat ikhtilath, khlawat. 

Ikhtilath merupakan perubatan bermesraan, bercumbu dan bersentuhan atara 

perempuan dan laki-laki yang bukan dengan ikatan pernikahan di tempat yang 

tertutup maupun yang terbuka.9 

Prostitusi merupakan seks untuk mencari Nafkah, di dalamnya terdapat 

beberapa tujuan yang ingin di peroleh berupa uang, kepuasan dengan 

memperoleh bayaran. Prostitusi juga memiliki tiga komponen penting yaitu: 

pelacur (prostitute), mucikari atau germo (pimp) dan pelanggan (client) yang 

bisa dilakukan secara konvensional atau melalui dunia maya.10 

 
8 Syahputra, Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat 

Di Kabupaten Aceh Tegah, Universitas Medan Area, 2017, [Skripsi], hlm. 12-13. Diakses 

melalui 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uma.ac.id/bistream/

123456789/8518/1/238500006_Syahputra.pdf&ved=2ahUKEwiMrq_htYv0AHWC63MBHSKe

cC3YQFnoECAQQBg&usg=AOvVaw1WY0veaFeY5Xg1DLa8e7d_, tanggal 24 April 2021. 
9  Qanun Aceh Nomoe 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Ayat (24) 

Ketentuan Umum. 
10 Putu Dian Agustya Sandika Putra & Wayan Suardana, Pertanggung Jawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial Media Line Dan Whatsaap, [Karya 

Tulis Ilmiah], hlm. 3. Diakses melalui 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/57032/22441, tanggal 24 April 

2021. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uma.ac.id/bistream/123456789/8518/1/238500006_Syahputra.pdf&ved=2ahUKEwiMrq_htYv0AHWC63MBHSKecC3YQFnoECAQQBg&usg=AOvVaw1WY0veaFeY5Xg1DLa8e7d_
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uma.ac.id/bistream/123456789/8518/1/238500006_Syahputra.pdf&ved=2ahUKEwiMrq_htYv0AHWC63MBHSKecC3YQFnoECAQQBg&usg=AOvVaw1WY0veaFeY5Xg1DLa8e7d_
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uma.ac.id/bistream/123456789/8518/1/238500006_Syahputra.pdf&ved=2ahUKEwiMrq_htYv0AHWC63MBHSKecC3YQFnoECAQQBg&usg=AOvVaw1WY0veaFeY5Xg1DLa8e7d_
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/57032/22441
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Pada prostitusi sekarang, tidak hanya perbuatan zina tetapi juga adanya 

tindakan dari ikhtilath dalam Pasal 25 Ayat (2) Menjelaskan bahwa: 

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan 

fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat 

ta’zir cambuk paling banyak 45(empat puluh lima) kali dan/atau denda 

paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau 

penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.11 

Fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan: 

fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu 

fungsi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bidang 

keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, perindungan, 

pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum syariat 

islam. 12  Adapun pengembangan fungsi ini dari kepolisian Daerah 

Nanggroe Aceh Darussalam yang dibantu oleh Wilayatul Hisbah yang 

berfungsi sebagai polisi khusuws atau PPNS. 

Sehingga dalam hukum pidana umum prostitusi dilarang terdapat pada 

Pasal 506  yang menjelaskan:”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan 

cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam 

dengan pidana paling lama satu tahun. Dan 296 menjelaskan “barang siapa 

dengan segaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 

dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, 

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 

denda paling banyak lima belas ribu rupiah.13  

Sedangkan prostitusi yang dilakukan secara mandiri, pelanggar tidak ada 

Pasal yang melarang termasuk pelacuran online. Padal Pasal 27 Ayat 1 yang 

memuat tentang orang-orang yang menyebarluaskan informasi-informasi 

transaksi eletronil perbuatan keasusilaan sehingga dapat di akses public diacam 

 
11 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinaya t, Pasal 25 Ayat (2). 
12 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004  Tentang Tugas Fusngsional Kepolisian Daerah 

Nanggroe Aceh Darussalam. 
13 Andi Brian Palandi, Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Onine 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronil, vol. VI, No. 1, [Journal lex crimen], 2017, 

hlm. 144.  
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dengan dendan 1 M.14  pelanggaran seks komersil juga tidak dilarang dalam 

hukum pidana kecuali, Pelanggaran seks terhadap anak di bawah usia 18 tahun 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pelanggar pria atau 

wanita yang telah memiliki pasangan yang sah dapat dijerat dengan Pasal 284 

delik aduan.  

Sehingga prostitusi ini juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam KUHAP 

sendiri ada beberapa hal dalam melakukan pemeriksaan guna menentukan alat 

bukti antara lain: 

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP merupakan suatu 

tindakan penyidikan berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan 

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 

penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.  

Penahanan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP merupakan penempatan 

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut 

umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara 

yang diatur pada Undang-Undang tersebut. Dalam penahanan secara 

lengkap yaitu sebagai berikut: 

Penyidik merupakan pihak yang berwenang melakukan penahanan pada 

tingkat ini adalah penyidik atau kepolisian, di mana perpanjangannya 

dilakukan oleh penuntut umum atau kejaksaan. Masa penahanan 20 hari 

sedangkan perpanjangan 40 hari. Termaktub Pasal 24 Ayat (1) dan (2) 

KUHAP. 

Penuntutan merupakan pihak yang berwenang melakukan penahanan 

pada tingkat ini adalah penuntut umum, perpanjangan dilakukan oleh 

ketua Pengadilan Negeri. Masa waktu penahanan 20 hari sedangkan 

perpanjangan 30 hari Pasal 25 Ayat (1)  dan (2) KUHAP. 

Pemeriksaan Pengadilan Negeri, pihak yang berwenang melakukan 

penahanan pada tingkat ini adalah hakim Pengadilan Negeri di mana 

 
14  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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perpanjangan dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri masa waktu 

penahanan 30 hari sedangkan perpanjangan 60 hari, Pasal 27 Ayat (1) 

dan (2) 

Pemeriksaan tingkat kasasi, pihak yang berwenang melakukan 

penahanan pada tingkat ini adalah hakim Mahkamah Agung,  

perpanjangannya dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung. Masa 

penahanan 50 hari sedangkan perpanjangan 60 hari, Pasal 28 Ayat (1) 

dan (2) KUHAP. 

Pada Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan penyitaan 

adalah serangkaian tindak pidana untuk mengambil alih dan/atau 

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.15 

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Hukum Acara Jinayat, Bab V pemeriksaan dilakukan dengan cara 

penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, 

penyitaan dan pemerikasaaan surat. Dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa 

penangkapan dilakukan oleh setiap orang yang di duga melakukan 

jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan dalam 

Pasal 22 dilakukan terhadap yang sudah menjadi tersangka atau 

terdakwa yang di duga melakukan jarimah berdasarkan bukti permulaan, 

penahanan dilakukan dala waktu 20 hari. Penggeledahan dalam Pasal 38 

dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan 

penggeledaha rumah atau penggeledahan badan atau tempat-tempat lain 

yang di anggap perlu menurut tata cara yang di tentukan oleh Qanun ini 

dan/atau peraturan Perundang-undangan lainnya. Penyitaan dalam pasal 

44 Ayat (1) penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat 

izin ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota.16 

Di bawah ini terdapat beberapa kasus tentang prostitusi online yang 

antara lain: dikutip dari Tercyduk.aceh, Prostitusi daring marak saat pandemi, 

pasalnya selama pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk di tanah air, telah 

menyebabkan lemahnya kondisi perekonomian masyarakat Aceh. Sehingga di 

duga masyarakat nekat melakukan tindakan pelanggaran syariat islam demi 

 
15  Eka Khairunnisa, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan 

Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan, Vol. I.I, No. 1, 2020, [Journal] hlm. 5-6.  
16 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. 
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mempertahankan ekonomi. Maraknya dugaan prostitusi daring ini ditawarkan 

melalui aplikasi medsos, telepon pintar di Aceh telah menyebabkan keresahan di 

masyarakat.17 

Dikutip dari Kompas.com, personel reskrim Polresta Banda Aceh 

kembali membongkar praktik prostitusi online (daring) AKBP Trisno Riyanto 

mengatakan terbongkarnya sindikat prostitusi daring ini setelah polisi 

melakukan penyamaran untuk membuktikan praktik prostitusi tersebut. Dari 

hasil pemeriksaan polisi. Sebut Trisno semua perempuan belia ini masih 

berstatus mahasiswi dari beberapa Universitas Swasta di Banda Aceh dan 

sejumlah Kabupaten/Kota di Aceh. Dan diserahkan kepada Satpol PP- WH  

Banda aceh, Ardiansyah mengatakan pasangan tersebut akan dijerat dengan 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan ancaman 

hukuman cambuk.18 

Dikutip pula pada CNN Indonesia, polisi syariat Banda Aceh ciduk PSK 

terkait prostitusi online yang tengah kencan disalah satu hotel berbintang tiga di 

Peunayong, kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, 

Ardiansyah mengatakan, menduga perempuan yang di ciduk merupakan bagian 

dari jaringan prostitusi online. Wanita  tersebut di pesan melalui media sosial 

oleh pelanggan.19 

Dari beberapa kasus prostitusi tersebut, ada beberapa kasus prostitusi 

yang di tangkap di hotel maupun di tangkap oleh warga. Adapun pemeriksaan 

dilakukan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat 

oleh Satpol PP-WH Aceh dan Satpol PP-WH Kabupaten/Kota Banda Aceh telah 

 
17 https://www.instgram.com/p/CGzYfhHBr2F/?igsid=8tlns14raae6. Diakses 12:59, 

tanggal 17  April 2021. 
18 https://regional.kompas.com/red/2018/03/23/200222451/prostitusi-online-di-banda-

aceh-terbongkar-sejumlah-mahasiswi-terlibat, diakses 11:41, tanggal 31 Mei 2021. 
19 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210821183334-20-683479/polisi-syariat-

banda-aceh-ciduk-psk-terkait-prostitusi-online. Diakses 11: 50, tanggal 02 November 2021. 

https://www.instgram.com/p/CGzYfhHBr2F/?igsid=8tlns14raae6
https://regional.kompas.com/red/2018/03/23/200222451/prostitusi-online-di-banda-aceh-terbongkar-sejumlah-mahasiswi-terlibat
https://regional.kompas.com/red/2018/03/23/200222451/prostitusi-online-di-banda-aceh-terbongkar-sejumlah-mahasiswi-terlibat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210821183334-20-683479/polisi-syariat-banda-aceh-ciduk-psk-terkait-prostitusi-online
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210821183334-20-683479/polisi-syariat-banda-aceh-ciduk-psk-terkait-prostitusi-online
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melakukan upaya hukum baik yang bersifat persuasif maupun represif. 

Respresif di sini merupakan menangani kasus yang diteruskan ke Pengadilan 

dan sampai dengan putusan yang menyatakan di cambuk, kurungan, atau 

membayar denda sesuai dengan ketetapan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahum 

2013 Tentang hukum Acara Jinayat. 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang diangkat dalam judul “proses 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di tinjau 

menurut Qanun Hukum Acara Jinayat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

prostitusi online ditinjau menurut Qanun Hukum Acara Jinayat? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penegakan 

hukum tindak pidana prostitusi online di Wilayah Kota Banda Aceh? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari  

penelitian ini ialah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana prostitusi online menurut Qanun Hukum 

Acara Jinayat. 

b. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dan pendukung 

dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana prostitusi 

online di Wilayah Aceh. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan 

menambah wawasan pengetahuan mengenai proses penegakan 
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hukum tindak pidana prostitusi online  menurut Qanun Hukum 

Acara Jinayat. 

b. Manfaat praktis  

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan yang berguna 

bagi pendidikan. Sehingga hasilnya diharapkan menjadi sebuah 

pengetahuan baru yang beguna untuk mahasiwa hukum, praktik 

hukum, dan masyarakat hukum. 

D. Penjelasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman dan salah penafsiran dari 

pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah 

yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum  

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap 

masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketetuan di dalam masyarakat. Sehingga dalam kontek lebih luas 

penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-

konsep yang abstrak menjadi kenyataan.20 

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota 

pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan 

cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang 

yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat 

tempat anggota penegakan hukum tersebut.21 

2. Pelaku tindak pidana  

 
20 Ishaq,  Dasar-Dasar Ilmu Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 297. 
21  https://id.m.wikipedia.org/wiki/penegakan_hukum. Diakses 10:00, Tanggal 6 

November 2021. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/penegakan_hukum
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Sebelum masuk lebih jauh, sudah seharusnya kita mengetahi dahulu yang 

disebut sebagai pidana, pidana diartikan sebagai sanksi, hukuman bagi orang 

yang melakukan pelanggaran.22 

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang 

melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur 

tersebut dirumuskan dalam KUHP. Tindak pidana (staafbaar feit) adalah 

perbuatan yang pelakunya harus di pidana23 

3. Prostitusi Online  

Prostitusi adalah gelaja sosial yang terdapat di seluruh dunia dengan cara 

yang sangat berlain-lain. Prostitusi online sendiri adalah gelaja masyarakat yang 

mana wanita menjual dirinya untuk melakukan perbuatan cabul sebagai mata 

pencaharian dan media soasial digunakan sebagai alat untuk membantu 

bernegosiasi.24 

E. Kajian Pustaka 

Dalam permasalahan pemeriksaan tindak pidana prostitusi online yang 

telah penulis telusuri dari skripsi di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry. 

Penulis mendapatkan skripsi yang sama tetapi berbeda objek dari penelitiannya. 

Mawaddah Warrahmah (2019) UIN Ar-raniry Banda Aceh, pada 

skripsi ini yang berjudul Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut 

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.25Adapun hasil dari penelitian tersebut 

merupakan bentuk dari tindak pidana prostitusi online yaitu bentuk-bentuknya 

ialah adanya perbuatan promosi prostitusi online, penyediaan jasa. Terakhir 

 
22 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012 ), hlm. 185. 
23 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2012), hlm. 55. 
24  https://digilib.uinsby.ac.id/7333/5/Bab%101.pdf. Diakses 15 :16, tanggal 6 

November 2021. 
25 Mawaddah Warahmah, pembuktian tindak pidana prostitusi online menurut Qanun 

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, [Skripsi] 

https://digilib.uinsby.ac.id/7333/5/Bab%101.pdf
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dalam penelitian ini memuat tentang proses penegakan hukum tindak pidana 

prostitusi online menurut Qanun  Hukum Acara Jinayah yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, barang bukti, bukti elektronik, pengakuan terdakwa. Sedangkan 

dalam KUHP sendiri pembuktian sama hal nya di tambah dengan alat bukti 

petunjuk dan alat bukti surat. Yang membedakan skripsi yang penulis buat 

adalah penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana prostitusi online menurut Qanun hukum acara jinayat dan apa faktor 

penghambat serta pendukung dalam proses penegakan hukumnya. 

Ahmad Habibullah (2019), Universitas Sriwijaya yang berjudul 

pengaturan pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi secara online 

(putusan Nomor 642/pid.B/2015.PN.Dps.), dalam skripsi ini memuat tentang 

pengaturan hukum terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi online 

menurut hukum Indonesia dan penjatuhan hukuman sanksi pidana oleh hakim 

dalam perkara putusan pengadilan 642/pid.B/2015.PN.Dps. 26 sedangkan yang 

membedakan penelitian ini dengan skripsi tersebut merupakan memakai regulasi 

yang berbeda pula dengan skripsi tersebut serta dari penelitian ini penulis 

menulis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi 

online ditinjau menurut Qanun Hukum Acara Jinayat. 

Eka Khairunnisa (2019), Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 

Medan. Yang berjudul penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan surat dalam sistem pemidanaan (Menurut Pandangan hukum 

pidana positif dan Qanun Hukum Acara Jinayat), didalam skripsi ini peneliti 

membahas tentang bagaimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

 
26 Ahmad Habibullah, pengaturan pidana terhadap mucikari yang memasarkan 

prostitusi secara online (putusan Nomor 642/pid.B/2015.PN.Dps.), Universitas Sriwijaya, 

Palembang, [skripsi], diakses melalui, 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/4879/4/

RAMA_74201_02011181520119_0018096509_01_front_ref.pdf&ved=2ahUKEwjOyfWgl4f5A

hV7RWwGHb6xAM0QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3Qs907kAQA_zPcJLQOeMgw.  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/4879/4/RAMA_74201_02011181520119_0018096509_01_front_ref.pdf&ved=2ahUKEwjOyfWgl4f5AhV7RWwGHb6xAM0QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3Qs907kAQA_zPcJLQOeMgw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/4879/4/RAMA_74201_02011181520119_0018096509_01_front_ref.pdf&ved=2ahUKEwjOyfWgl4f5AhV7RWwGHb6xAM0QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3Qs907kAQA_zPcJLQOeMgw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/4879/4/RAMA_74201_02011181520119_0018096509_01_front_ref.pdf&ved=2ahUKEwjOyfWgl4f5AhV7RWwGHb6xAM0QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3Qs907kAQA_zPcJLQOeMgw
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penyitaan dan pemeriksaan surat menurut Qanun Hukum Acara Jinayat. 27 

Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini merupakan penelitian 

yang memuat tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

prostitusi online serta bagaimana faktor penghambat serta faktor pendukung 

dalam proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi online. 

Andika Dwiyadi (2016), Universitas Hasanuddin Makassar yang 

berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui media 

elektronik, yang mana dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab 

terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik dan uapaya penanganan 

yang dilakukan kepolisian daam mengatasi masalah kejahatan prostitusi melalui 

media elektronik 28 . Sedangkan yang menjadi  pembeda dalam penelitian 

tersebut adalah dalam skripsi ini penulis membahas tentang proses penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Aceh serta bagaimana faktor 

penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum 

tindak pidana prostitusi online. 

Fathiya Rizza Amalia (2015), Universitas Hasanuddin Makassar, yang 

berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyedian sarana praktik 

prostitusi (studi kasus putusan Nomor 12Pid.b/2013/PN.BR) di mana peneitian 

ini memuat tentang mengetahui bentuk penerapan hukum terahadap pelaku 

penyediaan sarana praktik prostitusi dalam putusan Nomor 12Pid.b/2013/PN.BR 

dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyediaan sarana praktik prostitusi 

dalam putusan Nomor 12Pid.b/2013/PN.BR. sedangkan dalam skripsi penulis 

 
27Eka Khairunnisa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan surat dalam sistem pemidanaan (Menurut Pandangan hukum pidana positif dan 

Qanun Hukum Acara Jinayat) Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, [skripsi], 

diakses melalui, 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uinsu.ac.id/7972/1/

SKRIPSI%2520PDF.pdf&ved=2ahUKEwiOgvOlmYf5AhWd43MBHRufD7wQFnoECBEQAQ

&usg=AOvVaw0E6pMM0uq7ZmhYPFRgwgG-. 
28  
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yang berjudul proses penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online 

ditinjau menurut Qanun Hukum Acara Jinayah serta bagaimana faktor 

penghambat dan pendukung dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana 

prostitusi online. 

Dalam skripsi Penelitian hukum, Mariyanto (2008) Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, skripsi yang berjudul proses pembuktian terhadap pelaku 

tindak pidana prostitusi berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial di Pengadilan 

Negeri Surakarta, di mana hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah 

bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi 

berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Penanggulangan Ekploitasi Seks Komersial di Pengadilan Negeri Surakarta dan 

pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana prostitusi berdasarkan peraturab Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Penanggulangan Ekploitasi Seks Komersial. Sedangkan yang 

menjadi pembeda skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis akan teliti adalah 

dalam hal tempat penelitian sudah pasti berbeda dan memakai regulasi yang 

berbeda pula. Adapun penulis memakai regulasi Qanun Hukum Acara Jinayat. 

Jadi dapat kita lihat yang menjadi perbedaan dari beberapa skirpsi 

penelitian terdahulu banyak membahas tentang bagaimana penegakan hukum 

tindak pidana prostitusi dengan fokus hukum positif. Adapula penelitian yang 

penulis teliti sekarang memfokuskan pada proses penegakan hukum terhadap 

tindak pidana prostitusi online berdasarkan Keistimewaan aceh dengan 

menggunakan beberapa regulasi seperti Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 

Tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat, 

serta penelitian ini dilakukan di Wilayah Satpol PP-WH Aceh. 
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F. Metode Penelitian 

Metode merupakan tata cara pelaksanan dalam rangka mencari jawaban 

atas permasalahan penelitian yang di ajukan dalam rumusan masalah. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis 

empiris. Yuridis empiris di mana data primer menjadi acuan penelitian dalam 

menjawab beberapa permasalahan penelitian lapangan (field reseach), karena 

data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara terhadap Wilayatul 

Hisbah Kota Banda Aceh, serta penelitian kepustakaan (library research), 

karena data yang di peroleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala 

bentuk dokumen kepustakaan lainnya. 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif 

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secara langsung dan berinterasi dengan orang-orang di tempat penelitian. 

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengurai data yang diperoleh dalam 

bentuk kalimat bukan angka-angkat statistik. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer terdiri dari informasi-informasi valid yang 

paham mengenai mekanisme dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana prostitusi online serta bagaimana faktor-faktor penghambat dan 

pendukung dalam melakukan penegakan hukum di Satpol PP-WH Aceh. 

Berikut penulis uraikan mengenai data primer dan sekunder antara lain: 

1) Bahan hukum primer di ambil dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 

2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 

Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh 
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Darussalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik, Kitab 

Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

2) Bahan hukun sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli, hasil karya dari kalangan 

hukum dan seterusnya. 

3. Teknik pengumpulan data  

Tenik pengumpulan data menjadi dua yaitu wawancara dan studi 

dokumentasi. Wawancara dimaksudkan sebagai konfirmasi data yang sudah di 

tulis, apakah benar secara teoritik atau memang salah, misalnya peneliti terjun 

langsung untuk melakukan wawancara kepihak-pihak terkait dengan Satpol-PP 

Wilayatul Hisbah Aceh. 

Terkait dengan studi dokumentasi adalah cara memperoleh dan 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis 

sebagai dokumentasi dan bentu lainnya seperti buku mengenai hukum pidana, 

jurnal tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online, 

internet dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. 

4. Anlisis data  

Data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak dari Wilayatul 

Hisbah Aceh Serta data yang di peroleh dari penelusuran kepustaan dipadukan 

serta di analisis secara kualitatif. Sehingga data dapat dikumpulkan serta 

diurutkan kemudian digabungkan. Kategori dan uraian dasar untuk mencegah 

suatu masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kulitatif. 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar penulis lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan 

untuk para pembaca, maka penulis akan menguraikan secara singkat sistematika 

pembahasan dari skripsi saya yang terdiri empat bab. 

Bab satu, membahsa tentang gambaran secara umum mengenai judul 

yang penulis kaji yang didalamnya terdiri dari beberapa poin yaitu: latar 

belakangan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab dua, membahas tentang pengertian dari judul yang di angkat, 

unsur-unsur pidana dalam prostitusi, penegakan hukum dan unsur dari 

penegakan hukum, penegakan hukum terhadap prostitusi online. 

Bab tiga, membahas tentang penegakan hukum terhadap prostitusi 

online oleh Satpol PP –WH Aceh, poin yang di angkat adalah profil dari Satpol 

PP-WH Aceh, Kasus prostitusi online di Kota Banda Aceh, proses penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, dan faktor penghambat 

dan pendukung penegakan hukum.  

Bab empat, membahas dan menjawab pertanyaan pada rumusan 

masalah, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB DUA 

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online 

A. Pengertian Prostitusi Online  

Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-situere atau pro-stauree” 

artinya membiarkan diri berbuat zina, pencabulan sedangkan kata 

“prostitute”merujuk pada keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna 

Susila. Menurut masyarakat luas prostitusi adalah persegamaan antara pria dan 

wanita tanpa terikat pernikahan yang sah.29 Prostitusi diartikan sebagai pelacur 

atau penjual jasa seksual atau disebut juga sebagai pekerja seks komersil. 

Menurut istilah prostitusi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat 

menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatan imbalan atau upah. 30 

Sedangkan pengertian prostitusi menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 

Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-situere atau pro-stauree” 

artinya membiarkan diri berbuat zina, pencabulan sedangkan kata 

“prostitute”merujuk pada keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna 

Susila. Menurut masyarakat luas prostitusi adalah persegamaan antara pria dan 

wanita tanpa terikat pernikahan yang sah.31 Prostitusi diartikan sebagai pelacur 

atau penjual jasa seksual atau disebut juga sebagai pekerja seks komersil. 

 
29 Wibi Wiharyo Wihambodo, Penegakan Hukum Tinndak Pidana Prostitusi Online di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 

Yogyaarta, 2021, [Skripsi], hlm. 20-21. Diakses melalui 

https://www.google.com/url?source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitsream/handle/12

3456789/31314/16410468-TA-WIBI%2520HARYO%2520WIHAMBODO.pdf, tanggal 2 

November 2021 
30  M. Rico Yulias, Fenomena Prostitusi di Cileungsi (Kajian Sosiologi Hukum), 

Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2011,[Skripsi}, hlm. 1. Diakses melalui 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/123456789/5399/1/M.RICO%YULIAS-FSH.pdf, 

tanggal 2 November 2021 
31 Wibi Wiharyo Wihambodo, Penegakan Hukum Tinndak Pidana Prostitusi Online di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyaarta, Universitas Islam Indonesia, 

Yogyaarta, 2021, [Skripsi], hlm. 20-21. Diakses melalui 

https://www.google.com/url?source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitsream/handle/12

3456789/31314/16410468-TA-WIBI%2520HARYO%2520WIHAMBODO.pdf, tanggal 2 

November 2021 

https://www.google.com/url?source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitsream/handle/123456789/31314/16410468-TA-WIBI%2520HARYO%2520WIHAMBODO.pdf
https://www.google.com/url?source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitsream/handle/123456789/31314/16410468-TA-WIBI%2520HARYO%2520WIHAMBODO.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/123456789/5399/1/M.RICO%25YULIAS-FSH.pdf
https://www.google.com/url?source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitsream/handle/123456789/31314/16410468-TA-WIBI%2520HARYO%2520WIHAMBODO.pdf
https://www.google.com/url?source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitsream/handle/123456789/31314/16410468-TA-WIBI%2520HARYO%2520WIHAMBODO.pdf
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Menurut istilah prostitusi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat 

menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatan imbalan atau upah. 32 

Sedangkan pengertian prostitusi menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 

Kartini Kartono, Prostitusi sebagai bentuk penyimpangan seksual, 

dengan pola-pola organisasi implus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak 

terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan 

banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang imprasional tanpa 

afeksi sifatnya. Kartini juga memberikan pengertian prostitusi sebagai 

pelacuran, pelacuran  merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan 

memperjual belikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk 

memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan bayaran dan pelacuran ialah 

perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahan badannya untuk perbuatan 

cabul, seksual dengan mendapatkan upah atau bayaran.33 

Menurut Iwan Bloch, pelacuran merupakan suatu bentuk tertentu dari 

hubungan kelamin di luar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada 

siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk 

persetubuhan maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan 

yang diinginkan oleh yang bersangkutan.34Menurut Soejono Soekanto, prostitusi 

adalah pelacuran yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat 

 
32  M. Rico Yulias, Fenomena Prostitusi di Cileungsi (Kajian Sosiologi Hukum), 

Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2011,[Skripsi}, hlm. 1. Diakses melalui 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/123456789/5399/1/M.RICO%YULIAS-FSH.pdf, 

tanggal 2 November 2021 
33  Ahmad Rosyadi, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia, 

Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2011, [Skripsi], hlm. 12. Diakses 

melalui 

http://repsitory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH-

pdf, tanggal 2 November 2021. 
34  Penti Nur, Tinjauan Krimonologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis, 

Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, [Skripsi], hlm. 1. Diakses melalui 

https://core.ac.uk/dowload/pdf/77620853.pdf, tanggal 2 November 2021. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/123456789/5399/1/M.RICO%25YULIAS-FSH.pdf
http://repsitory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH-pdf
http://repsitory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH-pdf
https://core.ac.uk/dowload/pdf/77620853.pdf
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menyerahkan diri kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-

perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan.35 

Sedangkan yang disebut dengan prostitusi online sebagai kejahatan 

cyber crime merupakan kejahatan jual beli memperdagangkan manusia dengan 

kegiatan tawar menawar yang bersindikat pada pelayanan penikmat jasa, 

pelayanan besindikat dunia maya atau jejaring internet sebagai media 

penyambung dalam melancarkan aksinya. Adapun istilah online yang digunakan 

orang yang menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia 

maya. Dengan demikian prostitusi online merupakan kegiatan yang menjadikan 

seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik,  

sehingga secara garis besar prostitusi online ini dapat dikatakan sebagai 

pelacuran yang menggunakan media internet, sebagai sarana penunjang atau 

penghubung antara kedua belah pihak.36 

Dari beberapa definisi prostitusi atau pelacuran di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian prostitusi merupakan perbuatan yang dilakukan 

antara wanita dan pria yang tanpa adanya ikatan pernikahan untuk memperoleh 

kepuasan seksual dan tidak hanya itu juga untuk mendapatkan bayaran atau 

upah, adapaun prostitusi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti 

menggunakan media sosial dalam melakukan transaksi. 

B. Unsur-unsur Pidana dalam prostitusi Online  

Sebelum mengarah terhadap prostitusi terlebih dahulu kita mengetahui 

tentang tindak pidana, tindak pidana merupakan terjemahan dari kata strafbaar 

feit, menurut Profesor Pompe, kata  strafbaar feit  secara teoritis dirumuskan 

sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 

dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

 
35  Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada.1980), hlm. 328.  
36 I Nyoman Alit Putrawan, Prostitusi Menurut Hukum Hindu, (Bali: Nilacakra, 2020), 

hlm. 8. 
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di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.37 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi pelanggarnya. Unsur tindak pidana terdiri dari dua yaitu : pertama unsur 

objektif, unsur objektif yang dimaksud tindak pidana baik berupa kejahatan 

maupun pelanggaran, sehingga melanggar hukum positif dan dikenai sanksi 

pidana berupa hukuman. Yang kedua unsur subyektif adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang bertentangan dengan hukum 

positif.38  

Adapun unsur dari perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah sebagai 

berikut:  

a. Kelakuan dan akibat perbuatan, kelakuan dan akibat (perbuatan) adalah 

sifat perbuatan pidana harus terdiri atas elemen-elemen yang lahir 

dikarenakan perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan oleh perbuatan yang dimaksud. 

b.  Hal ikhwal yang menyertai perbuatan, merupakan suatu hal ikhwal atau 

suatau keadaan tertentu yang menyangkut perbuatan, hal ikhwal dapat di 

bagi menjadi dua yaitu: pertama yang menyengkut diri orang yang 

melakukan perbuatan, kedua yang menyangkut orang lain yang bukan 

pelaku, misalnya prilaku korban perbuatan pidana. 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, keadaan tambahan 

merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidana terjadi. 

Dengan demikian, keadaan tambahan ini hanya dijadikan sebagai unsur 

memberatkan pidana. 

 
37 Lamitang, Franscus Theojunior Lamitang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2016),  hlm. 180.  
38  Hasanuddin, Huzaimah Tahido Yanggo Dkk, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: 

Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm. 238.  
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d. unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.39 Sifat melawan hukum 

pada keadaan objektif adalah suatu perbuatan diklarifikasikan sebagai 

perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dimaksud merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sedangkan unsur melawan hukum subjektif merupakan sifat 

melawan hukum tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana 

yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada 

keadaan subjektif pelakunya.40 

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, memberikan unsur-unsur dari perbuatan 

pidana adalah sebagai berikut: Subjek tindak pidana, perbuatan dari tindak 

pidana, hubungan sebab-akibat (causaal verban), sifat melanggar hukum 

(onrecthmatigheod), kesalahan pelaku tindak pidana dan kesengajaan (opzet).41 

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran 

tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting yaitu: 

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seseorang wanita, peristiwa 

penjualan diri sebagai sebuah profesi atau juga disebut sebagai mata 

pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. 

2. Menyerahan diri kepada banyak lekaki siapapun yang menginginkan 

hubungan seksual dengannya, dan 

3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada 

wanita tersebut.42 

 
39 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, ( Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2014), hlm. 38.  
40 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 127-128. 
41 Tomi Apriansa, Unsur-Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan 

Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Muhammadiyah, Palembang, [Skripsi], hlm. 11. 

Diakses melalui https://repostory.um-palembang.ac.id/eprint/835/, tanggal 2 November 2021 
42 Kartini Kartono, Patologi Hukum,  ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 214. 

https://repostory.um-palembang.ac.id/eprint/835/
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Selain itu, terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam tindak 

pidana prostitusi online antara lain, Mucikari, mucikari adalah induk bagi 

perempuan lacur atau germo. Namun, pemahaman masyarakat secara luas 

adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerjaan 

seks komersial (PSK) dan mucikari berperan sebagai penghubung kedua belah 

pihak. Mucikari juga biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini. 

Selain dari mucikari terdapat pula pekerja seks komersial (PSK), seseorang yang 

menjual jasanya untuk melakukan hubungan sesksual untuk mendapatkan uang 

atau disebut pelacur dan Pengguna jasa PSK, pihak pengguna jasa merupakan 

gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna merupakan orang 

yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas 

ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan 

barang-barang tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.43 

Dalam Undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik), 

prostitusi online bagi pelaku prostitusi dituntut paling lama 6 tahun penjara dan 

denda paling banyak 1 M, sedangkan dalam hukuman pidana Islam masing-

masing pelaku termasuk ke dalam jarimah yang berbeda, mucikari masuk 

kedalam jarima ta’zir, sedangkan PSK dan pengguna jasa termasuk ke dalam 

jarimah zina. Sedangkan prostitusi online secara umum pidana Islam termasuk 

ke dalam jarimah ta’zir.44 

C. Penegakan Hukum Dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum  

1. Pengertian penegakan hukum  

Menurut Has Wehr, kata hukum mulanya berasal dari bahasa Arab, asal 

kata “hukm” kata jama’nya “Ahkam” yang berarti putusan, ketetapan, perintah, 

 
43 Npm Caswanto, BAB II Tindak Pidana Prostitusi Online sebagai Mata Pencaharian, 

2016, hlm. 35-37. Diakses melalui https://repsitory.unpas.ac.id/4975/4/BAB%2011,pdf, tanggal 

2 November 2021 
44 Dea Maulidina, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Menurut Pasal 45 Ayat 

(1) Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam,  Bandung, 2020, [Abstrak]. Diakses 

melalui https://digilib.uinsgd.ac.id/33107/, tanggal 2 November 2021 

https://repsitory.unpas.ac.id/4975/4/BAB%2011,pdf
https://digilib.uinsgd.ac.id/33107/
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pemerintahan dan kekuasaan. Sedangkan menurut Vinogradoff, hukum adalah 

seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat 

dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia 

dan barang.45 

Perlunya suatu penegakan hukum (law enforcement), pentingnya suatu 

hukum difungsikan, tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum 

bagi kemanusiaan, hukum difungsikan bila tujuan hukum bagi kemanusiaan 

tidak terwujud dalam kehidupan nyata. Pandangan Mochtar Kusumadja, disebut 

sebagai teori campuran (mixed theory). Inti dari teori ini merupakan tujuan 

pokok hukum harus menciptakan keadilan ketertiban dan tercapainya keadilan. 

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero yang menyatakan bahwa tujuan 

hukum diorientasikan pada dua sasaran, yaitu sasaran utama dengan tujuan 

keadilan dan tujuan kedua adalah ke faedahan atau kegunaan. Acmad Ali, 

membagi teori tujuan hukum di samping keadilan, kemanfaatan dan kepastian, 

dengan terminologi ajaran hukum konvensional dan ajaran hukum modern 

dengan tujuan prioritas.46 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara 

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. 

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang 

mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga 

akan tampak lebih konkrit. 

 
45 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubahan Hukum, (Jakarta, Kencana Prenadan Media, 

Cet Ke-3, 2005), hlm.1-2.  
46  Salle, Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum, (Makassar: Social Politic 

Genius(Sign), Cet ke-1, 2020), hlm. 18.  
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Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini 

tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuatan Undang-Undang yang 

dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu perumusan pemikiran 

pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum itu dijalankan. 

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar 

kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan 

melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi  kenyataan.47 

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka 

mengimbangi sistem hukum, melainkan diperlukan dalam hubungan dengan 

sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung di dalam hukum, 

fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang 

kesemuanya berkaitan dengan teori-teori hukum yang sedang dikembangkan. 

Secara singkat penegakan hukum dikatakan penegakan hukum itu merupakan 

suatu sistem proses. Penegakan hukum mempunyai dua arti yaitu: 

a. Dalam arti sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh 

polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam 

tentang hukum. 

b. Penegakan hukum dalam arti luas, adalah semua orang yang menjalankan 

hukum baik badan-badan resmi yang menjalankan atas membentuk hukum 

 
47 SN, Sholawati, BAB III Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, 2016, hlm. 47-

48. Diakses melalui 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&url=http://ejournal.uajy.ac.id/1916/3/HK11430

2.pdf&ved=2ahUKEwj_9CAroP0AhUlqksFHasxA7cQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw3m6m4Z

2ysk63cPrdq5NNCP, Tanggal 2 November 2021  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&url=http://ejournal.uajy.ac.id/1916/3/HK114302.pdf&ved=2ahUKEwj_9CAroP0AhUlqksFHasxA7cQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw3m6m4Z2ysk63cPrdq5NNCP
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&url=http://ejournal.uajy.ac.id/1916/3/HK114302.pdf&ved=2ahUKEwj_9CAroP0AhUlqksFHasxA7cQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw3m6m4Z2ysk63cPrdq5NNCP
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&url=http://ejournal.uajy.ac.id/1916/3/HK114302.pdf&ved=2ahUKEwj_9CAroP0AhUlqksFHasxA7cQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw3m6m4Z2ysk63cPrdq5NNCP
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maupun setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya 

hukum.48 

Bentuk penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi 

dalam masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Penegakan hukum dengan cara represif, yaang memiliki arti penegakan 

hukum dilakukan dengan cara sarana penal yang disebut juga sebagai 

sistem peradilan pidana (ciminal justice sytstem). 

b. Penegakan hukum dengan cara preventif, penegakan hukum dilakukan 

dengan cara pencegahan dan menghindari sarana penal. 

c. Penegakan hukum dengan cara pandangan masyarakat, penegakan hukum 

dilakukan dengan cara membentuk cara pandang masyarakat terhadap 

pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sosialisai hukum.49 

2. Unsur-unsur penegakan hukum  

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, antara lain: 

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit), merupakan perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang 

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapakan dalam keadaan 

tertentu. Adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 

2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit), bertujuan untuk memberikan 

kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat itu sendiri, karena pada 

dasarnya hukum adalah untuk manusia itu sendiri. Maka dalam 

 
48  Prima Suhardi Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan 

Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum 

Polres Metro Jakarta Selatan, Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, [Skripsi], hlm. 31-32. 

Diakses melalui https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8654/MjE0Nzk=penegakan-

hukum-terhadap-tindak-pidana-dengn-kekerasan-yang–dilakukan-oleh-anak-pelajar-sekolah-di-

bawah-umur-di-wilayah-hukum-polres-metro-Jakarta-selatan-abstrak.pdf, Tanggal 2 November 

2021 
49 Dijan Widijowati, Pengantar Ilmu Hukum, (Jogjakarta: ANDI OFFSET,2018), Hlm. 

283 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8654/MjE0Nzk=penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-dengn-kekerasan-yang
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8654/MjE0Nzk=penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-dengn-kekerasan-yang
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penegakan hukum harus memberikan manfaan atau kegunaan bagi 

masyarakat. 

3. Keadilan (gerechtigkeit), dalam pelaksanaan penegakan hukum harus 

adil baik secara komutatif maupun secara distributif. Keadilan sendiri 

merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.50 

Selain unsur-unsur dari penegakan hukum, adapula faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum antara lain:/ 

1. Faktor hukumnya yakni Undang-Undang. Dapat di lihat dari peraturan 

perundang-undangan di buat oleh pemerintah dengan menerapkan dampak 

positif yang bakal didapatkan dari penegakan hukum. 

2. Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk dan melaksanakan 

hukum, istilah penegakan hukum memuat tentang mereka yang secara 

langsung maupun tidak langsung kontribusi di bidang penegakan hukum, 

seperti di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan 

pemasyarakatan. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, pengurusan 

suatu perkara tergantung pada sumber daya yag telah dibagikan, program 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, pada pencegahan dan 

penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi. 

Penegakan hukum sendiri tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya 

fasilitas tertentu yang ikut serta dalam pelaksanaannya. 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut dalam fungsi 

maupun diterapkan, penegakan hukum sendiri berawal dari masyarakaat 

dengan tujuan untuk memperoleh kedamaian di dalam masyarakat itu 

sendiri. 

 
50 Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014),  Hlm. 69-70 
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5. Faktor budaya ialah sebagai hasil karya cipta rasa yang di dasari pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup,  biasanya sistem hukum pada dasarnya 

meliputi nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku untuk pelaksana 

hukum maupun pencari keadilan.51 

D. Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online  

Dalam melaksanakan penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyelesaikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap. 

Hakikatnya penegakan hukum adalah suatu proses penerapan sanksi yang 

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah 

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.52 

Praktik prostitusi  online ini memiliki tiga komponen yang menjadi 

dasar terjadinya prostitusi diantara komponen pekerja seks komersial (PSK) atau 

pelacur, mucikari atau germo serta pelanggan (pengguna jasa PSK). Dalam 

praktiknya prostitusi ini seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada 

pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan kemudia untuk 

mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari 

pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Penggunaan media 

teknologi berbasis internet memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, 

biasanya digunakan media internet seperti Whatsapp (WA) ataupun Facebook 

(FB), di mana mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik 

pelanggannya.53 

 
51  Sri Rahayu, Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam 

Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Polopo Perspekstif Hukum Islam, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN), Palopo, 2020,[skripsi], hlm. 10.  

Diakses melalui https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1121/1/skripsi.pdf, tanggal  2 

November 2021. 
52 Anda Talga Setiawan Gultom, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu 

Lintas, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, [tesis], hlm. 66. Diakses melalui 

https://dspace.uii.ac.id/bistream/handle/123456789/8570/ANDA%2)TALGA%20SETIAWAN%

20GULTOM.pdf?sequence=1, tanggal 2 November  2021. 
53  Agung Tri Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1121/1/skripsi.pdf
https://dspace.uii.ac.id/bistream/handle/123456789/8570/ANDA%252)TALGA%20SETIAWAN%20GULTOM.pdf?sequence=1
https://dspace.uii.ac.id/bistream/handle/123456789/8570/ANDA%252)TALGA%20SETIAWAN%20GULTOM.pdf?sequence=1
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Sebelumnya dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik 

tidak ditemukan kata prostitusi dan prostitusi online itu sendiri, tetapi dalam 

Undang-undang  ini mencantumkan tentang definisi informasi eletronik itu 

sendiri  yang isinya sekumpulan data elektronik, di mana data ini menjadi salah 

satu isi dalam aktifitas prostitusi online seperti yang tersebut di dalam Pasal di 

bawah ini.54 

Dalam hal ini, mucikari ini di jerat dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasuu Dan Transaksi Elektronik. Pada 

Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan: 

“ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan.55 

Secara etimologi pornografi berasal dari kata pron dan grafi, porn 

artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan 

seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafi 

adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, 

yang isi atau artinya menunjukkan atau yang menggambarkan sesuatu yang 

bersifat asusila atau menyerang rasa keasusilaan masyarat. Kejahatan pornografi 

ini di muat dalam Pasal 282 yang menjelaskan siapa saja yang menyebarkan, 

menyiarkan sesuatu yang  berbau cabul atau tindak asusila di ancam dengan 

 
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Universitas 

Andalas, Padang, 2020, [tesis], Hlm. 1. Diakses melalui https://scholar.unand.ac.id/54698/, 

tanggal 2 November 2021. 
54  Arie Benardict Pardede, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi 

Online, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, ISSN 2622-061, Universitas Sumatra Utara, 2020, 

Hlm. 148.  Diakses melalui https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4223, tanggal 2 

November 2021. 
55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasuu Dan Transaksi Elektronik. Pada 

Pasal 27 Ayat (1) 

https://scholar.unand.ac.id/54698/
https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4223
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pidana satu tahun enam bulan pidana penjara dan pidana denda paling banyak 

Rp 4.500’-56 

Dalam Pasal 1 definisi pornografi adalah “ pornografi adalah 

gambar, sketsa, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 

gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagi bentuk media 

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

dalam masyarakat.57 

Dalam Kitab Undang- Undang Pidana juga terdapat beberapa 

Pasal yang menjerat pelaku prostitusi online, terdapat dalam Pasal 296 

dan Pasal 506.  Yang menjelaskan “ barang siapa yang menarik 

keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya 

sebagai mata pencaharian diancam dengan kurungan paling  lama satu 

tahun. Sedangkan dalam pasal 296  menejelaskan “barang siapa dengan 

sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang 

lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau 

kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau denda palig banyak seribu rupiah.  

Dalam tindak pidana ini yang dimaksud dalam pasal 296 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut: 

1. Barang siapa 

2. Dengan sengaja  

3. Memudahkan  

4. Dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain  

5. Menajadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.58 

Adapun dalam Qanun penegakan hukum terhadap prostitusi online 

dilakukan dengan memakai pasal-pasal yang mmenunjukkan pelanggaran 

jarimah ta’zir seperti melanggar jarimah ikhtilath, khalwat dan zina. Dalam 

Qanun Aceh Nomor  2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa jarimah, 

 
56  Adami Chazawi,Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persaada, 2007), hlm. 22.  
57  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 

Pasal 1 Ayat (1) 
58  Kadek Martha Hadi Parwanta, Dkk, Analisi Yurisdis Tentang Pasal 506 Kuhp 

Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi, E-Journal 

Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, Nomor. 2, 2021, hlm. 535.  
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dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menjelaskan sedikit cara penegakan 

hukum terhadap jarimah ta’zir yang dilakukan dimulainya dari tahap 

penyidikkan sampai dengan di putuskannya putusan. 

Adapula faktor-faktor yang menyebabkan seseorang di pidana seperti 

penyediaan tempat sebagai sarana prostitusi. Adapun masalah tersebut  terletak 

pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh 

penghasilan atau kebutuhan seseoarang. Sedangkan faktor sosial di pengaruhi 

oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. 

Prostitusi ini terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. 

Kesejahteraan lahir dan batin ini tidak lepas dari aspek kehidupan manusia 

termasuk rasa aman dan tentram yang dapat di capai jika kesadaran masyarakat 

terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah di pahami dan di hayati 

sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang ada 

merupakan kebutuhan sesama, yaitu seluruh anggota masyarakat. Sehingga pada 

sebagian wanita yang memiliki permasalahan atau kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Namun, tidak memiliki keterampilan (skill), dapat mengambil 

jalan pintas dengan menajajakan dirinya di tempat-tempat tertentu.59 

Dalam penegakan hukum prostitusi sendiri juga dikaitkan dengan 

tindak pidana perdangan orang dengan mamakai ketentuan Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Oran g yang dijelaskan pada Pasal 12 tentang: 

“setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak 

pidana perdangangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 

perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan 

orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk 

 
59 Chory Puja Abdinur, Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dan 

Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh Dalam Kasus Prostitusi, Universitas Islam Negeri Ar-

raniry, Banda Aceh, 2019 [skripsi], hlm. 3. Diakses melalui https://repository.ar-

raniry.ac.id/id/eprint/10206/1/chory%20082362809793%20%206%20B5-1%20LUX%29.pdf , 

tanggal 9 November 2021 
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meneruskan eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak 

pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaiamnaa dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan 

Pasal 6.60 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan suatu 

tindakan yang melanggar norma kesopanan. Prostitusi adalah suatu kegiatan 

yang  melibatkan banyak orang dalam tindakannya seperti PSK, mucikari, dan 

pengguna jasa. Dalam menjalankan aksinya digunakanlah media sosial untuk 

mempromosikan atau menarik pelanggan. Sehingga untuk penegakan hukum, 

terhadap tindak pidana prostitusi dengan menggunakan beberapa regulasi yang 

terkait, yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh 

Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang  
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BAB TIGA 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE OLEH 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-WILAYATUL HISBAH ACEH 

 

A. Profil Satpol PP-WH (Wilayatul hisbah) 

Letak georgafis Satpol-PP dan Wilaytul Hisbah Aceh yang beralamat 

Jl. Tgk H Daud Beureueh, Bandar Baru, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 

Kode Pos 24415. 

1. Sejarah Satpol PP dan Wilayatul Hisbah 

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 

1950 dengan moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan 

pemerintah daerah. Sebenarnya tugas ini telah dilaksanakan pemerintah sejak 

zaman kolonial. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi 

Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong 

Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan 

Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para 

petinggi militer /Angkatan Perang. 61 

Kemudian pada tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar 

Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam 

UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama 

lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak 

pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 

Pada Pasal 86 disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang 

melaksanakan tugas dekonsentrasi. digantikan UU No 22/1999 dan direvisi 

menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 

32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah 

dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. 

 
61 Dokumen Satpol PP-Wilayatul Hisbah Aceh 
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Sedangkan Wilayatul Hisbah telah  ada sejak zaman Rasulullah SAW, 

yang merupakan beliaulah yang menjadi muhtasib (orang yang melaksanakan 

hisbah). Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi Negara yang dibentuk 

pemerintah Negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma`ruf 

nahi mungkar. Istilah wilayah menurut Ibnu Taimiyyah adalah wewenang dan 

kekuasaan yang dimiliki oleh institusi pemerintah untuk menegakkan jihad, 

keadilan, hudud, melaksanakan amar makruf nahi mungkar, serta menolong 

pihak yang teraniaya.Sedangkan Hisbah bermakna pengawasan, pengiraan dan 

perhitungan. Pelembagaan Wilayatul Hisbah dengan struktur yang lebih 

sempurna pada masa Umar bin Khatab. Tradisi ini dilanjutkan oleh Bani 

Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmani sampai akhirnya Aceh pun eksis 

Wilayatul Hisbah.62 

2. Struktur Organisasi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh 

bagan dari Struktur organisasi, kedudukan Satpol PP-WH Aceh 

 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh 

Berdasarkan Qanun Nomor: 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi 

 
62 Ibid. 
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Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor: 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh bidang keistimewaan, 

dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, maka susunan organisasi 

Satpol PP-WH Aceh terdiri dari:  

a. Kepala Satuan  

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh 

mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, peraturan Gubernur, 

Keputusan Gubernur, Kebijakan Kepala Daerah, penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, 

Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat (pasal 7 Pergub 

Nomor 139 Tahun 2016).  

b. Bidang Sekretariat  

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, 

informasi, pemantauan dan pelaporan serta peningkatan sumber daya 

aparatur (pasal 9 Pergub Nomor 139 Tahun 2016). sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, Bidang kesekretariatan terdiri dari:  

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;  

c. Sub Bagian Keuangan.  

3. Bidang Penegakan 

 Perundang-undangan Daerah Pada pasal 13 Pergub Nomor: 139 

Tahun 2016 bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan 

unsur pelaksanan teknis di bidang penegakan qanun, penyelidikan, 
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penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil. 

Bidang ini membawahi:  

a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;  

b. Seksi Pembinaan PPNS;  

c. Seksi Tindak Internal.  

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan 

unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, 

penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dan pengawasan asset daerah, 

Bidang ini membawahi:  

a. Seksi Operasi dan Pengendalian;  

b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman;  

c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Asset Daerah.  

5. Bidang Pengawasan Syariat Islam 

 Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana 

teknis di bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, 

penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggar 

qanun yang bersifat non justisi di bidang Syariat Isla9m. Bidang ini 

membawahi:  

a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam;  

b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam;  

c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam.  

6. Bidang Perlindungan Masyarakat  

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana 

teknis di bidang di bidang perlindungan masyarakat, mempunyai fungsi 

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan 

mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan 

masyarakat dan bina potensi masyarakat. Bidang ini membawahi:  
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a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;  

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;  

c. Seksi Kesiagaan. 

 7.  Bidang Hubungan Antar Lembaga  

Bidang Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana 

teknis di bidang peningkatan pengembangan kelembagaan, koordinasi 

dan kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat, mempunyai tugas 

melakukan pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi, 

pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat. Bidang ini 

membawahi: 

 a. Seksi Pengembangan Kelembagaan;  

b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama;  

c. Seksi Hubungan Masyarakat.  

Dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP-WH 

tersebut diharapkan ke depan tugas-tugas pokok dari lembaga ini semakin 

terarah dan tanggung jawab bidang terakomodir secara maksimal. 

5. Visi dan Misi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh 

Terwujudnya satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah yang 

professional dalam penegakan produk hukumm daerah, ketertiban umum dan 

ketrentaman masyrakat serta pengawasan pelaksanaan syariat islam secara 

kaffah.  Menciptakan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah aceh yang 

mempunya kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

secara professional. 

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat 

dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh 

sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya 

ketrentaman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Provinsi Aceh. 

Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa. Mewujudkan 



 
 

39 
 

 
 

pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Provinsi Aceh 

Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak 

warga masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman 

dan ketertiban umum. 

6. Kedudukan dan Fungsi Satpol PP-WH  

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139 

Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di 

bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, 

ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebutkan Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, 

b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 

perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;  

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah; 

d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan  

e. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;  

f. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;  

g. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun Aceh dan peraturan kepala 

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

h. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;  

i. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

j. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah;  
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k. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta 

penegakan Syariat Islam.  

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut atas, dapat dijalankan dengan 

adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah 

Nomor: 16 Tahun 2018, yaitu:  

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan 

atau Perkada;   

b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur 

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/atau 

Perkada; dan  

d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda dan/ atau 

Peraturan Kepala Daerah.  

Selanjutnya dalam keputusan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2004 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, pasal 5 yaitu Wilayatul 

Hisbah mempunyai wewenang: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-

undangan di bidang Syariat Islam;  

b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut 

diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang Syariat Islam.63 

 

Sedangkan kewenangan PPNS Satpol PP-WH adalah: 
 

63 Ibid. 



 
 

41 
 

 
 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat 

tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di 

bidang Syari’at Islam;  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian 

perkara;  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka;  

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;   

e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar 

Qanun; 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak 

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 

pelanggaran syari’at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 

umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan 

Wilayatul Hisbah; 

i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan 

penyidikan.64 

B. Kasus Prostitusi Online di Banda Aceh 

Ada beberapa kasus yang dikabarkan beredarnya prostitusi online di Ban

 da Aceh tetapi tidak ada proses peneakan hukum oleh Satpol PP dan 

WH Kota Banda Aceh, antara lain ; dikuitip pada salah satu website polisi 

syariat Banda Aceh ciduk PSK terkait prostitusi online, terbukti dengan adanya 

percakapan melalui smartphone yang digunakan mengarah kepada prostitusi 

online, jadi dalam penegakan hukumnya dijerat dengan Qanun Aceh Nomor 6 
 

64 Ibid.  
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Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat dengan Pasal Khalwat atau Ikhlilath, 

tergantung hasil dari pemeriksaan nantinya.65 

Tetapi saat penelitian ini berjalan petugas Wilayatul Hisbah Kota Banda 

Aceh. Bapak Muhammad Syarif, S.Hi, M.H, mengatakan bahwa belum ada 

penegakan hukum terhadap kasus prostitusi online yang ditangani oleh 

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Sedangkan kasus yang tengah beredar saat 

ini adalah masih dugaan dari praktik prostitusi online. Sehingga Wilayatul 

Hisbah tidak dapat menangani kasus tersebut dikarenakan tidak memiliki 

regulasi yang tepat dalam menjerat para pelaku tindak pidana prostitusi online 

tersebut.66 

Sedangkan dalam wawancara di lain waktu dengan Bapak marzuki, 

S.Ag, M.H selaku Kasi Penyidikan dan penyelidikan. Beliau mengatakan pada 

penulis bahwa ada sebuah kasus yang di tangani oleh Satpol PP-WH Aceh yang 

kasus tersebut setelah dilakukannya penyelidikan dan penyidikan Polisi 

Wilayatul Hisbah menemukan bukti tambahan berupa chat Whatshaap sehingga 

dengan ini juga dikatakan dengan prostitusi online, tetapi dalam penegakan 

hukumnya digunakan dengan Qanun Aceh.67 

Dibawah ini terdapat beberapa kasus yang telah ditangani oleh Satpol 

PP-Wh Aceh mengenai pelanggaran syariat Islam, antara lain; 

Tabel : 1 Rekap Kasus Dari Tahun 2017-2020 yang Telah di 

Tangani oleh Satpol PP-WH Aceh  

Pelanggatan syariat 

islam  
Realisasi Per Tahun 

 
65 https://www.cnnindonesia.com/nasional/202108211833334-20-683479/polisi-syariat-

aceh-ciduk-psk-terkait-prostitusi-online, diakses tanggal 22 Juni 2022 
66 Wawancara dengan Muhammad Syarif, Kabid penegakan Syariat Islam, di Satpol 

PP-WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Januari 2022. 
67 Wawancara dengan Marzuki selaku Kasi Penyidik dan penyelidik di Satpol PP-WH 

Aceh, tanggal 7 Juni 2022. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/202108211833334-20-683479/polisi-syariat-aceh-ciduk-psk-terkait-prostitusi-online
https://www.cnnindonesia.com/nasional/202108211833334-20-683479/polisi-syariat-aceh-ciduk-psk-terkait-prostitusi-online


 
 

43 
 

 
 

2017 2018 2019 2020 

Jumlah Kasus 141 76 66 28 

Pelanggar Laki-Laki 80 39 33 14 

Pelanggar Perempuan 61 31 33 14 

Pembinaan 2 0 0 8 

Penyidikan 42 42 66 20 

 

C. Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi 

Online  

Penegakan hukum adalah suatu proses upaya pemeliharaan dalam 

menjalankan norma hukum sebagai panduan berprilaku mengenai hubungan 

hukum dikehidupan bernegara maupun bermasyarakat.68 Prostitusi itu dikenal 

dalam bahasa KUHP atau undang undang nasional, sedangkan dalam Qanun 

Aceh sendiri kata prostiusi dikualifikasikan dikenal dengan jarimah zina, 

khalwat dan ikhtilath dan dengan begitu ditangani langsung oleh Wilayatul 

Hisbah. Sebagaimana saat ini pelaku prostitusi ini dapat dilakukan dengan 

media internet dan dilakukan dengan pribadi.69 

Ada beberapa kasus yang telah ditangani oleh Satpol PP-WH aceh yang 

telah berkeputusan inkrah seperti kasus ini, penegakan hukum yang dilakukan 

oleh Satpol PP-WH Aceh, yang melibatkan pelaku BA, yang penegakan 

hukumnya  menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 

Jinayat. Di mana dalam proses pemeriksaan tersebut Polisi Wilayatul Hisbah 

 
68 Erfita Ramadhani, Dara Quthni Effida, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Prostitusi Online Anak Dibawah Umur, Journal Vol 6, No 1, 2022. 
69 Wawancara dengan Marzuki, selaku Kasi Penyidikan dan Penyelidikan di Satpol PP-

WH Aceh. 
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berhak memeriksa saksi antara lain petugas yang berada pada saat penangkapan 

tersebut, bukti elektronik seperti chat Whatshaap.70 

Prostitusi adalah salah satu jenis pelanggaran syariat, istilah prostitusi 

sekarang ini sering disebut dengan open BO (Booking Out) yang merupakan 

salah satu jenis pelanggaran syariat yang sangat sulit dibuktikan. sehingga 

lembahga WH (Wilayatul Hisbah) masih menghindari terminologi dari 

prostitusi online, dikarekan dalam Qanun Aceh sendiri belum di kenal dengan 

istilah prostitusi online, dikarenakan belum ada regulasi atau aturan hukum yang 

berlaku untuk mengambil tindakan dalam hal tersebut. Maka, yang dilakukan 

oleh lembaga Wilayatul Hisbah adalah menyusun rancangan peraturan walikota 

terkait dengan prilaku menyimpang yang didalamnya terdapat poin tentang 

prostitusi online.71 

Jika berbicara masalah hukum terdapat sabjek personal dan badan 

hukum tentang pelaksanaan hukum dalam tindak pidana prostitusi online yang 

di kualifikasikan dalam tindak pidana Khalwat atau zina. Sehingga langkah-

langkah yang dilakukan pihak lembaga terkait ialah bekerja sama dengan, 

masyarakat, TNI dan POLRI. Menurut bapak Muhammad Syarif, S.HI, M.H 

selaku Kabid Penegak Syariat Islam saat di wawancarai, beliau mengatakan 

bahwa, Lembaga WH telah bekerja sama dengan Kampus UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh terkait pelanggaran Qanun yang dilakukan mahasiswa dan memberikan 

sanksi moral terhadap mahasiswa tersebut dan di respon oleh pihak dari 

kampus.72  

Jadi dalam kasus prostitusi online ini Wilayaul Hisbah memberikan 

edukasi pada masyarakat bahaya prostitusi online. Wilayatul Hisbah sendiri  

tidak masuk secara spesifik pada prostitusi online tetapi lembaga Wilayatul 

 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Wawancara dengan Muhammad Syarif, Selaku Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda 

Aceh, 18 Januari 2022 
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Hisbah fokus dalam pelanggaran khalwat, zina dan sebagainya. Wilayatul Hibah 

bekerjasma dengan pihak Kepolisian, TNI, POLRI,  Pansus, Pangdam, Mutasib 

Gampong, dan Kampus yang berada di Banda Aceh dalam kasus penegakan 

pelanggaran syariat islam. Wilaytul hisbah mendapatkan informasi terhadap 

adanya pelanggaran syariat islam yang dilaporkan oleh Mutasib Gampong atau 

di tangkap secara langsung oleh anggota intel Wilayatul Hisbah.  

Dalam pemeriksaa kasus tersebut mengacu dalam Qanun jinayat dan 

tidak boleh keluar dari koridor Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2014 Tentang  

Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara 

Jinayat. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum 

Dalam proses suatu penegakan hukum, ada faktor-faktor yang  

mempengaruhi penegakan hukum.Berdasarkan hasil dari wawancara, penulis 

mendapatkan beberapa faktor penghambat dan pendukung tindak pidana 

prostitui online yaitu : 

a. Faktor pendukung 

Adapun faktor pendukung dalam melakukan penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana prostitusi online ialah, antusiasme masyarakat 

dalam mendukung para Satpol PP-WH, juga adanya dukungan dari TNI, 

POLRI. 

b. Faktor penghambat 

Dalam melakukan penegakan hukum pastinya ada faktor penghambat 

dalam melakukan penegakan hukum, jadinya menurut Bapak Marzuki, 

S.Ag, M.H, beliau mengatakan bahwa Satpol PP-WH Aceh memiliki 

beberapa faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum antara 

lain;73  

 
73 Wawancara dengan Marzuki, selaku Kasi penyidikan dan penyelidikan, di satuan 

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Tanggal 7  Juni 2022. 
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1) Faktor sarana dan prasarana, faktor sangatlah berpengaruh dalam 

melakukan penegakan hukum dikarenakan Satpol PP-WH Aceh 

belum adanya teknologi yang menunjang dalam mendapatkan 

informasi. 

2) Faktor SDM (Sumber daya manusia), SDM disini ialah kurangnya 

pemahaman para petugas dalam mengakses media internet dan 

kurangnya tenaga yang berkompeten di dalam bidangnya. 

3) Faktor anggaran. 

Jadi, dari beberapa faktor penghambat dalam melakukan penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi ini dikarenakan kurangnya 

perhatian dari pemerintah dalam hal sumber daya manusia dana keterbatasan 

para petugas dalam mengakses jejaring prostitusi baik secara langsung maupun 

dengan jejaring media social. 

Adapun upaya dalam mengatasi hambatan tersebut ialah; peningkatan 

sarana dan prasarana bagi Satpol PP-WH Aceh, peningkatan SDM untuk 

menunjang keberhasilan dalam mengungkapkan kasus-kasus yang terus 

berkembang, peningkatan anggaran serta perlindungan hukum untuk para 

petugas.74 

Pegawai yang ada sampai saat ini berjumlah 938 orang, terdiri dari 65 

orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan 872 orang Tenaga Kontrak/Bhakti. 

Dengan kualifikasi pendidikan S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 15 orang, S-

1 sebanyak 48 orang, SMU sebanyak 876 orang. Adapun jumlah pegawai 

golongan II sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 48 orang dan Golongan 

IV sebanyak 9 orang.75 

 
74  Ibid. 
75 https://satpolppwh.acehprov.go.id/, tanggal 8 Juni 2022 

https://satpolppwh.acehprov.go.id/
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Dibawah ini di paparkan table yang menujukkan keadaan jumlah 

pengawai yang menunjukkan  SDM yang dimiliki oleh Satpol PP- WH aceh dan 

sarana dan prasarananya, antara lain; 

Tabel : 2 Keadaan Jumlah Pegawai yang Menunjukkan SDM  di Miliki 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh 

Kualifikasi  Uraian  Jumlah Pegawai  

Jabatan  Struktural  

fungsional 

25 orang  

26 orang  

Golongan 

PNS  

IV 

III 

II 

9 orang  

53 orang  

3 orang 

Pegawai 

kontrak  

 872 orang  

Pendidikan  S3 

S2 

S1 

SLTA 

1 orang  

15 orang  

48 orang  

881 orang 

Eselon  II 

III 

IV 

1 orang  

6 orang  

18 orang  

Jenis 

kelamin  

Laki-Laki  

Perempuan  

852 orang  

93 orang  

Sumber: Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja- Wilayatul Hisbah Aceh 

Pendidikan dan pelatihan teknis yang telah diikuti oleh pegawai negeri 

pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terlihat pada tabel 

di bawah ini:76 

 
76 Ibid. 
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Tabel : 3 Diklat-Diklat yang Telah di Ikuti oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja- Wilayatul Hisbah 

No  Jenis Diklat  Jumlah  

1  Diklat PPNS 21 orang  

2  Diklat PIM IV 19 orang  

3  Diklat PIM III 9 orang  

Sumber: Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja- Wilayatul Hisbah Aceh 

Adapun Asset/Modal yang telah dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah Aceh sampai dengan tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini 

Tabel : 4  Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Satuan Polisi Pamong 

Praja Dan Wilayatul Hisbah  Aceh 2017 

No Nama barang/alat unit Tahun 

pengadaan 

Keterangan 

1 Kantor 1 unit Eks BKD 

provinsi NAD 

 

2 Kantor 2 unit Pengadaan 2008  

3 Masjid 1 unit Eks BKD 

perombakan 

pengadaan 

tahun2008-2013 

 

4 Pos jaga 2 unit Pengadaan 

tahun2009 

 

5 Gedung pembinaan 2 unit Pengadaan 2009  

6 Mini bus kijang inova 1 unit Kantor gubernur  

7 Pick up 2 unit 2005  

8 Mobil ambulance 1 unit 2006  
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9 Sepeda motor 1 unit 2007  

10 Double cabin 1 unit 2008 Pindah 

pencataan 

dari DPKA 

11 Dum truck 1 unit 2009 Pindah 

pencatatan 

dari DPKA 

12 Mini bus avanza 1 unit 2009 Pindah 

pencatatan 

DPKA 

13 Truck dyna reo 1 unit 2011 Pindah 

pencatatan 

DKPA 

14 Toyota Avanza 2 unit 2012 Pindah 

pencatatan 

DKPA 

15 Kijang Inova 1 unit 2012 Pindah 

pencatatan 

DKPA 

16 Pick hilux 1 unit 2012 Pindah 

pencatatan 

DKPA 

17 Sepeda motor trail 6 unit 2013 DPKA 

18 Pick hillux 4 unit 2014 DPA 

19 Nissan Extrail 1 unit 2015 DPA 

20 Mitshubishi fuso 

(mobil tahanan) 

1 unit 2017 DPA 

Sumber: Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja- Wilayatu HisbahAceh. 
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sehingga dapat penulis simpulkan dalam melakukan penegakan hukum 

bagi pelau tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh Satpol  PP-WH 

Aceh,  dalam penegakan hukumnya tidak dikatakan dengan prostitusi melainkan 

pelanggaran syariat islamsehingga dalam Qanun disebut sebagai zina, khalwat 

dan ikhtilath juga disebut sebagai prostitusi namun dalam melakukan penegakan 

hukum, dilakukan dengan menggunakan Qanun Aceh   Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum 

Acara Jinayat. Dalam melakukan penegakan hokum pastinya memiliki faktor 

pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam penegakan 

hukum untuk pelanggaran syariat ini ialah; dukungan masyarakat, dukungan 

TNI, Polri. Sedangkan faktor penghambatnya ialah SDM, anggaran,   sarana dan 

prasarana.
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BAB EMPAT  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat di petik kesimpulan tentang 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di Banda 

Aceh dan bagaimana kendala dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol 

PP dan WH dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut antara lain : 

1. Dalam melakukan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana 

prostitusi atau sisebut juga dengan pelanggar syariat islam oleh Satpol PP-

WH Aceh, dilakukan sesuai prosedur, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Hukum Acara Jinayat.  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

prostitusiini masih sulit dilaksanakan karena terhambat karena belum adanya 

regulasi yang tepat dalam menjangkau perbuatan prostitusi. Tetapi petugas 

pilisi syariat islam tetap melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini 

dengan regulasi-regulasi yang dapat menjerat para pelaku sesuai dengan 

hasil dari penyidikan.  

2. Dalam melakukan penegakan hukum pasti adanya faktor-faktor pendukung 

dan penghambat antara lain;  

a. Faktor pendukung dalam penegakan hukum, sudah adaya kesadaran 

masyarakat dalam membantu para petugas dalam mendapatkan informasi 

tempat-tempat yang dicurigai adanya praktik atau tempat pelanggaran 

syariat islam. 

b. Faktor penghambat antara lain; masih kurangnya sumber daya manusia 

bagi petugas yang bertugas, kurangnya anggaran dalam melakukan 

penegakan hukum, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. 
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B. Saran 

1.  Tindak pidana prostitusi online merupakan suatu hal yang baru untuk 

wilayah Aceh, Aceh sendiri merupakan suatu wilayah yang mempunyai 

kekhususan untuk dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan adanya 

Qanun Aceh Yang tetap mengacu pada undang-undang di atasnya. 

Sebagaimana kita ketahui  Tindak  pidana ini dilakukan dengan teknologi 

sekarang ini. Sehingga pemerintah perlu betul memerhatikan tindak pidana 

yang menyimpang ini dengan perluasan regulasi-regulasi tindak pidana 

yang sebelumnya.  

2. Perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam menangani Kasus 

prostitusi online, penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi 

online. Misalnya menambah personil khususnya Wilayatul Hisbah dalam 

melakukan tugasnya, memberikan pelatihan khusus bagi penyidik dalam 

manangani kasus-kasus tindak pidana prostitusi online maupun pelanggaran 

lainnya.  

3. Perlu adanya sosialisai untuk masyarakat terhadap pengaruh media internet 

ini yang dilakukan oleh semua instansi, sehingga masyarakat lebih peduli 

terhadap kasus-kasus yang baru, serta pemerintah juga menghimbau tempat-

tempat yang sering terjadinya pelanggaran syaiat islam.  
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Penegakan Syariat Islam pada Satuan Polisi Pamog Praja Kota Banda 

Aceh, pada 18 Januari 2022  

Wawancara dengan bapak Marzuki , S.Ag.M.H, Selaku Kasi Penyidikan dan 

penyelidikan di Satuan Polisi Pamong praja Aceh,  tanggal  07 Juni 2022

https://www.instagram.com/p/CZJGHn1F6PG/?utm_medium=share_sheet


 

 
 

 

Lampiran 2 

 

 



 

 
 

 

Lampiran 3 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

Daftar Wawancara 

 

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  

                                                               Tindak Pidana Prostitusi Online ditinjau  

                                                               menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun  

                                                               2013 Tentang Hukum Acara Jinayat  

                                                               (Suatu Penelitian di Satuan Polisi  

                                                                Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah   

                                                                Aceh) 

Waktu Penelitian   : 10:00 

Hari/Tanggal    : Selasa, 18 Januari 2022 

Pewawancara    : Dewi Sartika 

Orang yang diwawancarai  : Bpk Muhammad Syarif, S.HI, M.H 

Jabatan orang yang diwawancarai : Kabid Penegakan Syariat 

 

Wawancara ini akan meneliti tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Prostitusi Online Qanun Hukum Acara Jinayat (Suatu 

Penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh)”. 

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, 

berdasarkan data yang dikumpul dari dari lapangan wawancara ini 

membutuhkan waktu selama 50 menit. 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana peran wilayatul hisbah dalam menangani kasus prostitusi online 

di Banda Aceh ? 

2. Bagaimana pihak Wilayatul Hisbah mendapatkan informasi mengenai 

dugaan prostitusi online ? 

3. Bagaimana proses pemeriksaan para tersangka pelaku prostitusi online ? 



 

 
 

4. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah 

Kota Banda Aceh ? 

5. Apa dasar hukum yang digunakan oleh wilayatul hisbah dalam kasus 

prostitusi online ?  

6. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap 

kasus prostitusi online? 

7. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum 

terhadap kasus prostitusi online di Kota Banda Aceh ? 

8. Adakah faktor pendukung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap 

prostitusi online? 

9. Ada berapa kasus yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini 

mengenai prostitusi online ? 

10. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak wilayatul hisbah Kota Banda 

Aceh dalam penanggulangan kasus prostitusi online ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Daftar Wawancara 

 

Judul Penelitian  : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

                                                                Tindak Pidana Prostitusi Online ditinjau     

                                                                 menurut Qanun Hukum Acara Jinayat  

                                                                (Suatu Penelitian di Satuan Polisi 

                                                                 Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 

                                                                 Kota Banda Aceh) 

Waktu Penelitian   :  09.30- selesai 

Hari/Tanggal    :  Selasa, 7 Juni 2022 

Pewawancara    :  Dewi Sartika 

Orang yang diwawancarai  :  Bpk Marzuki, S.Ag,. M.H 

Jabatan orang yang diwawancarai :  Kasi Penyidik dan penyelidikan  

Wawancara ini akan meneliti tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau Menurut Qanun Hukum Acara 

Jinayat (Suatu Penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul 

Hisbah  Aceh)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian 

skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari dari lapangan wawancara ini 

membutuhkan waktu selama 50 menit. 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana proses pemeriksaan para tersangka pelaku prostitusi online ? 

2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap 

kasus prostitusi online di Aceh ? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum 

terhadap kasus prostitusi online di Aceh ? 

4. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

Aceh dalam penanggulangan kasus prostitusi online ? 

5. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja  Aceh?  



 

 
 

 

Gambar 1 : wawancara dengan Bpk Muhammad syarif, S.HI, M.H, Selaku 

Kabid Pengawasan Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul 

Hisbah Kota Banda Aceh . 

 

Gambar 2: wawancara dengan Bpk Marzuki Ali, S.Ag, M.H, sekalu Kasi 

Penyidik dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 

Aceh. 

 


